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WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WAL重KOTA SIBOしGA

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

pEMBENTu払N uN重T PELAKSANA TEKNls DAERAH

PERL量NDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN

MAsyARA船T KELURAHAN, pEMBERDAyAAN pBREMpuAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOしGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA S量BOLGA,

Menimb劃g : a. bahwa untuk melaksanak劃ketentu紬Pasal 6 Pe｢atu｢弧

Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun　2017　tent紬g

Pembentukan Perangkat Daerah kota Sibolga din

Peraturan Wali Kota Sibo獲ga Nomor 13　Tahun　2017

tent弧g Keduduk紬, Susunan, Org劃isasi se丁ta mgas din

Fungsi Dinas Pembcrdayaan Masyarakat Ke重urahan,

Pemberd争yaan Perempu劃da皿Perlindungan Anak Kota

Sibolga;

b･ bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daer貧h

Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada

Peraturan Menteri Pe皿berdaya紬　Perempu紬　d孤

Perlindungan Anak Nomor 4 Ta血un 20 18 tentang Pedom狐

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis D盆erah Perlindung紬

Pcrempuan dan Anak;

c･ bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaim狐a dimaksud

pada huruf a d紬hu皿でb, perlu menetapkan Peratur劃

W血i Kota tent紬g Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pcrlindung孤Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdaya･紬　Masyarakat Kelurahan, Pemberd争ya狐

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga;

Mengingat　: 1･ Undang-Undang Nomor　24　Tahun　1956　tent紬g

Pembentukan Dae｢ah Otonom Propinsi A匂eh dan

Perubahan Peraturan Pembentuk紬　P｢opinsi Sumatera

Utara (Lcmbaran Negara Republik量ndonesia Tahun 1956

Nomor　64, Tambahan　しembar紬　Negara Republik

量ndonesia Nomor 1 103);

2･ Undaれg-Undarig...



2. Und狐g-Und劃g Nomor　23　Tahun　2002　tentang

Perlindungan Anak　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, T劃bahan Lembaran

Negara. Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah diubah beberapa ka瓦　terakhir deng狐　Undang｢

Und狐g Nomor 17　Tahun　2016　tent狐g Penetap紬

Peraturan Pcmerintah Pengg狐ti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tent狐g Pe｢ubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tenta皿g Perlindung紬

Anak Menjadi Undang-Undang (Ijembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Lcmba｢an Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Und狐g-Undang Nomor　23　Tahun　2004　tentang

Penghapus劃　Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2004

Nomor　95, Tambahan Le皿baran Negara Republik

量ndoncsia Nomor 44 19);

4. Undmg-Undang Nomor　21　Tahun　2007　tentang

Pemberantasan Tindak　剛dana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2007

Nomor　58, Ta皿bahan Lembar劃　Negara Republik

lndonesia Nomor4720);

6. Und孤g-Undang Nomor　25　Tahun　2009　tentang

Pclaya皿劃Publik (しembaran Negara Republik暮ndonesia

Tahun　2009　Nomor 1 12 T劃bahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 5038);

8. Undang-undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemer血tahan Daerah　(Lembaran Negara Republ址

Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, T劃bahan Lembaran

Nega重a Republik工ndoncsia Nomor 5587) sebagaim紬a telah

beberapa k血i diubah tera皿ir dcngan Und狐g-Undang

Nomor　6　Tahun　2023　tent紬g Penetap劃　Peratu｢紬

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor　2　Tahun

2022　tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2023　Nomor　41, Ta皿b亀han Lemba重an

Neg虹a Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tent狐g Pedoma皿Pembentukan d劃Klasi最kasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindunga皿Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tent紬g

Pedom紬Pembentuk紬Unit Pelaks弧an Teknis Daerah

Perlindung狐　Perempuan dan Anak (Berita Negara

Republik量ndonesia Tahun 20 18 Nomor 532);

J I PerafuraarL..



11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Perlindung狐Anak (しe皿baran

Dacrah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Sibol親　Nomor 1 Tahun　2017

tentang Pembentuk紬Org狐isasi Perangkat Daerah Kota

Sibolga;

i3. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13　Tahun　2017

tenta皿g Kedudukan, Susunan, Org紬isasi serta Tugas

dan mngsi Dinas Pemberdayaa皿Masya工akat Kelurahan,

Pemberdaya劃Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Sibolg盆･

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTu払N UNIT

PELAKSANA TEKN宣S DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAH AN ,　PE M B E RDAYAAN PE REM PUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA,

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D瓢a皿Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kota Sibolga･

2. Peme轟ntah Daerah ad血ah Wali Kota sebagai unsur

penyelengg虹a Pe皿e丘ntaha皿　Da･erah yang memimp止

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga〃

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan, Pe皿berdayaa皿Perempu狐d紬Perlind皿gin

Anak Kota Sibolga･

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perl血dung紬Anak Kota Sibolga･

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Per櫨ndung狐Perempuan

dan Anak yang sela可u血ya disebut U門D PPA ad血ah

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Sibolga･

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala UprD adalah Kepala Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Dinas Pemberdaya紬Masyarakat

Kelurahan, Pemberdaya狐Perempuan d劃Perlindung劃

Anak Kota Sibolga.

8.Kepalα I



8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub

Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

pada D血as Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anck Kota

Siわlga.

9. Kelo皿pok Jabatan F皿gsional din　Pelaks弧a ad血ah

susun孤jabatan血ngsional y弧g terdih da正tenaga-tenaga

yang mem遭工ki keahli狐d紬/ atau keter弧pilan te轟entu･

BAB量工

pEMBENTu弧N

Pas瓢2

(1) Deng紬Peraturan W血i Kota ini dibentuk U門D PPA･

(2)UprD Pin　sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

mempak紬Kelas A･

BAB暮I暮

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pas血3

(1) UP丁D Pin　mempakan Pera皿gkat teknis operasional

dan/teknis penunjang pada Dinas.

(2) UprD Pin　dipimpin oleh se○r狐g Kepa｣a UPTD y紬g

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kep血a Dinas･

(3) UPTD PPA皿cmpak餌bagi紬d紬i Per狐gkat Daerah･

Ba徳和Kedua

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan Organisasi U門D PPA terdih atas :

a. Kep血a UP富D PPA;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Ke重ompok Jabatan Fungsional･

(2) Bagan Stm虹ur Org餌isasi Up丁D Pin　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tc｢c狐tum d瓢am L劃piran y紬g

merupakan bagian yang tidck teapisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.



BABIV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Ba由狐Kesatu

Up冒D Pin

Pas血5

( 1 ) UFTD PPA mempunyai tugas melaksanal[an kegiatan te血is

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta

umsan pcmchntahan yang bcrsiぬt pelaksanaan di bid狐g

perlindungan pere皿puan dan a皿ak y狐g pada pnnsipnya

tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung

deng紬pemmusan dan penetapan kcbijakan Daerah I

(2) UPTD PPA mempunyal tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional pembe正an layanan perlindungan yang

komprehensif, meliputi layanan:

a. pcngaduan masyarakat;

b. pe垂angkauan korba皿;

c. penge|o|aan kasus;

d. pena皿pung弧sementara;

e.皿ediasi;

f. penda皿p血g紬korban; dan

9. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi
kantor Up富D.

Ba由an Kedua

Kepala UprD Pin

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
d瓢a血melaks紬akan kegiatan teknis operasion瓢di bidang

perlind皿gan percmpu劃dan紬ak.

(2) Dalam mclaksanak弧tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), U門D menyelenggarakan血ngsi :

a. mcngumpulkan bahan dan menyusun draf rcncana

s廿ategis UP丁D ;

b. mengkaji dan mengusulkan draf rencana strategis

U門D kepada Kcpala Dinas;

c. mengumpu此an bah狐d劃menyusun sc虹a me皿bahas

R払d狐D払UprD;

d. menyusun, mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal

ke由ata皿pengelolaan Pin;

e･ mengk○○rdinasikan d紬mengarahkan pegawa王d瓢am

pelaksanaan pengelola紬PPA;

f. melakukan k○○rdinasi kegiatan Penge○○laan PPA

dengan Dinas dan pihak terkalt diluar Dinas;

筈. melakuk狐pemantauan pelaksanaan ke車a UPTD Pin;

h.皿enyusun dan me血pork狐pelaks紬aan kegiatan UprD

P恥kepada D血as;

i. menila王虹nerja pegawai Up丁D PPA; din

j. melaksanakan tugas血n yang dibe正kan oleh Kep血a

Dinas.

Bagねr,..



Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Ba産an Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

umsan ketatausaha劃, administrasi kepegawai紬　d貧n

keuangan serta pclayanan mmahtangga da皿　adrninistrasi

tugas UPTD P払･

Pasal8

Dala皿　melaks紬akan tugas Sub Bagian Tata Usaha

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. mel出田kan penyiapan bahan penyus皿an rencana ke重ja

penatausaha狐　adm血istrasi kepcgawai孤dan keu孤g狐

se轟a pelay紬紬　mmah tangga dan administrasi tugas

UprD Pin;

b.皿elakuk紬　penyusuna皿　rencana ke重ja penatausahaan

adminis虹asi kepegawai劃dan kcuangan se血a pelay狐an

｢umah tangga dan administrasi tugas Up｢D PPA;

c. melakukan　　-sam p enatausahaan administrasi

kepegawaia皿d紬keu紬gan serta pelay紬狐皿ah tangga

dan ad皿inis廿asi山gas UPTD Pin;

d.melakukan umsan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP);
e. menyusun laporan penatausahaan kepegawaian dan

keuangan se止a barang/aset;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagi紬Kcempat

Kelompok Jabatan mngsiona重

Pasal9

(1)Ke獲o皿pok jabatan　血ngsion確　mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan

keahlian dan keter卿pilan masing-masing･

(2) Kdo皿pok Jabatan Fungsional sebagai皿紬a dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beb狐ke重ja･

(3) Jcnis dan je車ang Kelompok Jabatan mngsional diatur

berdasarkan_　ketentuan peraturan perundang-undap_ga旦

yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepa上a UP冒D ･



BABV

TA船KERJA

Pasal 10

(I) Dalan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan p轟nsip k○○rdinasi言ntegrasi d紬sin血onisasi

di lingkungan Up富D P恥･

(2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan
keten巾孤　dalam hal te重jadi penyimpa皿g弧　harus

menga血bil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan

peraturan pemndang-und劃gan y紬g berlaku.

(3)Kep血a Up丁D bert紬幾ung jawab memimpin din

mengk〇°rdinasikan bawahannya dan membehkan

bimbing孤　ser屯　petu可uk bagi pelaksanaan tugas

bawah餌nya ･

(4) Kepala U門D wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan serta menyanpalkan

lapor紬berk瓢a secara tepat waktu･

(5) Se色ap lapor蝕　yang dibe轟kan　○○eh Kepala UprD dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan

皿tuk penyusunan laporan lebih la垂ut･

(6) Dal狐　melaks紬ak紬　tugas di lingkしingan UprD Pin,

Kepala UITD wajib mengadakan rapat berkala dalan

rangka pe皿behan bi皿bingan kepada bawahannya･

Pas血11

Apabila Kepala Up富D Pin　berhal紬gan, maka Kep瓢a

Subbagian Tata Usaha secara stm虹u重al dapat me量aksanakan

tugas Kcp瓢a UprD PPA･

BABVI

JABATAN, PENGANG量(ATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pas瓢12

(1) Kepala UFTD PPA adalch Jabatan Pengawas /Eselon rva.

(2)Kepala Sub Ba産an Tata Usaha adalah Jabatan

Pengawas/Eselon Ivb.

(3) Peng紬gkatan, pe皿berhenti狐, dan pem血dah狐　p匂abat

stn嘉ktur覆,血宣ngsional d狐pelaks劃a dilaksanakan sesua王

denga皿ketentu紬pe重aturan pemndang-und紬gan･



BABⅥ工

PEMBIAYAAN

Pas血13

Pe皿biaya孤U門D P払dibebankan pada Anggar紬Pendapatan

d紬Bela垂a Daerah serta sumber pendapatan la血yang sah dan

be重siねt tidak mengikat

BAB V重重工

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peratur狐　Wali Kota i正　皿ulai berlaku pada. t狐ggal

出undangkan.

Agar setiap or狐g mengetahuinya,　memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Be正ta Daerah Kota Sibolga.

Ditetapk狐di Sibolga

pada tanggal 3 1 J劃uari 2024

WAしI KOTA SIBOLGA

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangiv di Sibolga

pada tangg血3 1 Januari 2024

SEKRETAR事S DAERAH KOTA S重BOしGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko皿s重BOLGA TAHUN 2024 NOMOR 556



塑願


